
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI 
NOMOR 22£... TAHUN 29)¥¢ 

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI 
NOMOR .20... TAHUN RR) 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 38 TAHUN 
2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS 

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA CIMAHI, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun 
2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas 
Peraturan Walikota Cimahi Nomor 38 Tahun 2013 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan 
Walikota; 

1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;  

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang · 
Pembentukan Kata Cimahi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4116) ;  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



+ 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21  Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712) ;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

g \es 
1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104 ) ;  



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712) ;  

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104 ) ; 



') 

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional; 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 201 1  
tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas 
Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Cimahi sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 
2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Kedudukan 
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Lembaran 
Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 74 Seri D); 

19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi 
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 
Seri D); 

20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi 
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 
Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011  tentang 
Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah 
Kota Cimahi Tahun 2011  Nomor 1 1 4  Seri D); 



· 

21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 38 TAHUN 2013 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS KEDUDUKAN 

PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 38 Tahun 2013 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi diubah 
sebagai berikut : 

1 .  Ketentuan Pasal 4 ayat (3) ditambahkan satu huruf yaitu huruf g, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1 )  Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hak keuangan bagi 

Pimpinan dan Anggota DPRD. 

(2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: 

a. uang representasi; 

b. tunjangan keluarga; 

c. tunjangan beras; 

d. uang paket; 

e. tunjangan jabatan; 

f. tunjangan panitia musyawarah; 

g. tunjangan komisi; 

h. tunjangan panitia anggaran; 

1. tunjangan badan kehormatan; dan 

j. tunjangan alat kelengkapan lainnya. 



(3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan Jain berupa: 
a. tunjangan kesejahteraan; 
b. tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan d�a DPRD; 
c. belanja penunjang operasional bagi Pimpinan DPRD; 
d. reses; 
e. perjalanan dinas; 
f. orientasi dan pendalaman tugas; dan 
g. dalam ha! Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada 

ahli waris diberikan uang duka wafat dan bantuan pengurusan 
jenazah. 

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 14 

(1 )  Dalam ha! Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah 
Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang 
bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. 

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  diberikan 
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 
pengucapan sumpah/janji. 

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta 
standar harga setempat yang berlaku. 

(4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

3. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB X 
A, dan ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

BABXA 

UANG DUKA WAFAT DAN BANTUAN PENGURUSAN JENAZAH 

Pasal 26A 

(1 )  Dalam ha! Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi. 
(2) Dalam ha! Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam 

menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 
(enam) kali uang representasi. 

(3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2), 
kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah. 

(4) Besaran bantuan pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 



(3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa: 
a. tunjangan kesejahteraan; 
b. tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; 
c. belanja penunjang operasional bagi Pimpinan DPRD; 
d. reses; 
e. perjalanan dinas; 
f. orientasi dan pendalaman tugas; dan 
g. dalam ha! Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada 

ahli waris diberikan uang duka wafat dan bantuan pengurusan 
jenazah. 

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

( 1 )  Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah 
Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang 
bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. 

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  diberikan 
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 
pengucapan sumpah/janji. 

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta 
standar harga setempat yang berlaku. 

(4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

3 .  Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB X 
A, dan ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

BABXA 

UANG DUKA WAFAT DAN BANTUAN PENGURUSAN JENAZAH 

Pasal 26A 

( 1 )  Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam 
menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 
(dua) kali uang representasi. 

(2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam 
menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 
(enam) kali uang representasi. 

(3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dan ayat (2) ,  
kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah. 

(4) Besaran bantuan pengurusanjenazah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3 ) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 



Pasal II 

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi. 

Ditetapkan di Cimahi 
pada tanggal 2o pa~ewbar 204 

WALIKOTA CIMAHI, 

ttd. 

ATTY SUHARTI 

Diundangkan di Cimahi 
pada tanggal 3o Du&eber 22o4 

19 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI "') 

Drs. H. BAMBANG ARIE NUGROHO, M.M. 

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI 
TAHUN 2014 NOMOR 23% 


